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ABSTRAK 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif 
(legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Permasalahan dalam 
tesis ini yaitu : Ratio legis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan 
Kewenangan Kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

Salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 
2020 adalah untuk mengubah pola penegakan hukum yang lebih mengedepankan 
kepastian hukum daripada manfaat hukum dan keadilan serta mengefektifkan 
proses penegakan hukum sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya 
ringan dan untuk menyelesaikan perkara yang selalu berujung pada penghukuman 
pidana penjara. Kewenangan Kejaksaan dalam menghentikan penuntutan berdasar 
restoratif justice adalah Kejaksaan merupakan dominus litis/pengendali perkara, 
selain itu, Di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 
2020, diatur tentang kewenangan Kejaksaan untuk menutup perkara demi 
kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di 
luar pengadilan/afdoening buiten process dengan syarat apabila ingin 
menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan 
maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula 
melalui restorative justice.  
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ABSTRACT 

 

The type of research used in this thesis is normative juridical (legal 
research), using a statutory approach, a conceptual approach. The problems in 
this thesis are: The ratio legis of the Prosecutor's Office of the Republic of 
Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on 
Restorative Justice and the Authority of the Prosecutor's Office in terminating 
prosecution based on the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of 
Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on 
Restorative Justice. 

One of the reasons for the issuance of the Prosecutor's Office Regulation 
Number 15 of 2020 is to change the pattern of law enforcement that prioritizes 
legal certainty rather than the benefits of law and justice as well as streamlining 
the law enforcement process according to the principles of fast, simple and low-
cost justice and to resolve cases that always lead to criminal penalties. prison. 
The authority of the Prosecutor's Office in stopping prosecutions based on 
restorative justice is that the Prosecutor's Office is the dominus litis/case 
controller. 15 of 2020, it is regulated on the authority of the Prosecutor's Office to 
close cases for legal purposes, one of which is the reason that there has been an 
out-of-court settlement/afdoening buiten process on condition that if you want to 
settle a case out of court for certain criminal acts with a maximum fine paid 
voluntarily or already there restoration of the original situation through 
restorative justice. 

 

Keywords: Termination of Prosecution, Criminal Case 
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